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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan 

tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Sebagaimana tercantum pada 

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 

yang  berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”.1  Hal ini sesuai 

sebagaimana yang tersebut dalam sistem pemerintahan negara dalam 

Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam hidup bermasyarakat agar terjadi 

keteraturan dan ketentraman maka perlu adanya norma yaitu nilai-nilai 

abstrak yang dianut sebagai ketentuan atau kaidah yang ditaati oleh setiap 

orang dalam pergaulan dan perhubungan hidup bermasyarakat guna 

menjamin ketertiban dalam masyarakat terutama norma hukum.2 

Dewasa ini masyarakat menjadi semakin berkembang, dimana 

perkembangan itu selalu diikuti proses penyesuaian diri yang kadang-

kadang terjadi secara tidak seimbang. Termasuk dalam perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (iptek), akan tetapi perkembangan tersebut  juga 

dapat menimbulkan dampak negatif dengan munculnya kejahatan berupa 

tindak pidana yang memanfaatkan kemajuan iptek tersebut. Maksudnya 

adalah dengan adanya kemajuan tekhnologi juga ada peningkatan masalah 

kejahatan dengan menggunakan modus operandi yang menjadi semakin 

canggih. Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum 

                                                            
1 Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 
2 Bambang Poernomo, 1993, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 36 
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untuk mampu melakukan penegakan hukum sesuai dengan hukum yang 

berlaku dan menciptakan penanggulangannya. Maka peran pemerintah dan 

fungsi kepolisian dalam hal ini sangatlah penting untuk mewujudkan 

keamanan dan ketertiban dalam masyarakat sehingga dalam masyarakat 

terjadi ketentraman dan kenyamanan dalam kehidupannya sesuai hukum 

yang berlaku. 

Menurut Romli Atmasasmita, 

“Pada hakikatnya, Kejahatan itu sebenamya merupakan gejala 
sosial yang cukup melelahkan dikalangan masyarakat bila tidak 
ditanggulangi dengan serius akan menimbulkan dampak yang 
merugikan terhadap ketentraman dan rasa tidak nyaman akan 
selalu menghantui setiap warga. Kejahatan juga menunjuk 
kepada tingkah laku yang bertentangan dengan Undang-
Undang, baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan 
tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap 
harta benda, fisik, bahkan kematian seseorang”.3 

Penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan keinginan-

keinginan hukum menjadi kenyataan. Hal ini menuntut peran masyarakat 

dalam berinteraksi sosial semakin meningkat, karena aktivitas-aktivitas 

yang ada menjadi beragam, bahkan ada yang memancing adanya tindak 

kriminalitas yang bisa terjadi setiap hari. Peran penegak hukum jelas-jelas 

tidak akan bisa lepas dari hal ini, sehingga menuntut diciptakannya berbagai 

macam peraturan untuk dapat menciptakan ketertiban di dalam masyarakat. 

“Secara konseptual hukum pidana merupakan ultimum remedium (the 

last resort–sarana pamungkas) dalam penggunaannya sebagai sarana 

penanggulangan problema sosial berupa kejahatan. Kejahatan sebagai salah 

satu konsep dan kategori perilaku manusia merupakan salah satu tema 

                                                            
3 Romli Atmasasmita, 1992, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Eresco, Bandung, hal 5. 
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sentral di dalam hukum pidana. Posisi hukum pidana di pandang sebagai 

subsider, yang membawa konsekuensi bahwa pemerintah seharusnya 

mendahulukan penggunaan sarana hukum lain selain pidana”.4 

Hukum pidana itu dapat berupa hukum pidana materiil (materieel 

strafrecht) dan  hukum pidana formil (formeel strafrecht). Hukum pidana 

formil pada pokoknya mengatur hal-hal:5 

1. Cara bagaimana harus diambil tindakan–tindakan jikalau ada 

sangkaan, bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, cara bagaimana 

mencari kebenaran-kebenaran, tentang tindak pidana apakah yang 

telah dilakukan. 

2. Siapa dan cara bagaimana harus mencari, menyelidik dan menyidik 

orang-orang yang disangka bersalah terhadap tindak pidana itu, 

bagaimana caranya menangkap, menahan dan memeriksa orang itu.  

3. Cara bagaimana mengumpulkan barang-barang bukti, memeriksa, 

menggeledah badan dan tempat-tempat lain serta menyita barang-

barang itu. 

4. Cara bagaimana memeriksa dalam sidang pengadilan terhadap 

terdakwa oleh Hakim sampai dijatuhkannya pidana. 

5. Siapa dan cara bagaimana putusan Hakim itu harus dilaksanakan. 

Tujuan utama dari hukum pidana formil adalah untuk mencari 

kebenaran materiil. Di dalam mencari  kebenaran materiil ada beberapa 

tingkat acara pemeriksaan pidana yaitu:6 

                                                            
4 Natangsa Surbakti, Kembang Setaman Kajian Filsafat Hukum, Surakarta, UMS, hal. 80. 
5 S. Tanusubroto, 1989, Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana,  Bandung: CV. Armico, hal. 12-13. 
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1. Tahap tindakan polisional meliputi penyelidikan dan penyidikan 

oleh Kepolisian Republik Indonesia; 

2. Tahap penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Panuntut Umum;  

3. Tahap pemeriksaan di sidang Pengadilan yang dipimpin oleh 

Hakim; 

4. Tahap pelaksanaan putusan Pengadilan yang dijalankan oleh Jaksa 

dan lembaga pemasyarakatan dengan pengawasan atau pengamat 

Ketua Pengadilan. 

Di dalam tahap tindakan polisional yang meliputi penyelidikan dan 

penyidikan oleh aparat Kepolisian Republik Indonesia guna mencari 

kebenaraan materiil, dikenal adanya metode scientific crime investigation 

(SCI). Hal ini sesuai Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan salah satu 

tugas kepolisian adalah melakukan penyidikan. Penyidikan diatur dalam 

Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang 

menjelaskan bahwa “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik 

dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk 

mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan 

tersangkanya.”7. Dan juga mengamanatkan Polri wajib melakukan 

identifikasi, laboratorium forensik dan psikologi untuk tugas kepolisian, 

                                                                                                                                                                   
6 WARTA LABORATORIUM FORENSIK, Pemeriksaan Labfor, Rabu, 12 Mei 2010, 

http://wartalabfor.blogspot.com/search/label/Pemeriksaan%20Labfor di unduh 26 Februari, 
pukul 13.45. 

7   R. Soenarto Soerodibroto, 2009, Ed.5, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Jakarta: Rajawali Pers. Bagian KUHAP, Pasal 1 ayat 
(2), hal. 359. 
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penjabaranya melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) secara ilmiah 

untuk mengungkap kasus pidana. 

Dalam upaya mencari dan mengumpulkan barang bukti dalam proses 

penyidikan, penyidik diberikan kewenangan seperti yang tersirat dalam 

Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHAP yang menyatakan bahwa “mendatangkan 

orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan 

perkara” dan Pasal 120 ayat (1) KUHAP menyatakan “dalam hal penyidik 

menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang 

memiliki keahlian khusus.” 

Pengertian mendatangkan para ahli/memiliki keahlian khusus tersebut 

salah satunya dapat dipenuhi oleh Laboratorium Forensik, dimana sesuai 

dengan Peraturan KAPOLRI No. 21 Tahun 2010 tanggal 30 September 

2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada 

Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lampiran Q) 

Bareskrim Polri Laboratorium Forensik mempunyai tugas membina dan 

melaksanakan kriminalistik / forensik sebagai ilmu dan penerapannya untuk 

mendukung pelaksanaan tugas Polri yang meliputi: 

1. Balistik Metalurgi Forensik (BalMetFor) 

2. Dokumen Uang Palsu Forensik (DokuPalFor) 

3. Narkotika Forensik (Narkoba Forensik) 

4. Kimia Biologi Forensik (KimBioFor) 

5. Fisika Komputer Forensik (FisKomFor) 

Untuk dapat mengatasi tindak kejahatan mulai dari yang tradisional 

hingga yang memanfaatkan kemajuan iptek, diterapkan Scientific Crime 
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Investigation (SCI). Penyidikan secara Ilmiah atau “Scientific Crime 

Investigation” adalah proses penyidikan yang dalam sistem pembuktiannya 

memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang diaplikasikan dalam  

fungsi Forensik  ( Labfor, Dokfor, Identifikasi, Psikologi Forensik dan ahli 

lain ).8 

Dengan metode Scientific Crime Investigation ( SCI ), yang digunakan 

Polri untuk mengungkap kasus kejahatan pidana dengan mengaplikasikan 

ilmu dan teknologi yang dirangkum dengan analisa kriminalistik.9 . 

Mengenai pemeriksaan alat bukti dengan melalui metode scientific 

crime investigation dalam pengolahan TKP (Tempat Kejadian Perkara)  

sangat menarik untuk dilakukan penelitian. Penelitian dilakukan untuk 

menganalisis bagaimana peran Laboratorium Forensik dalam Pengolahan 

TKP dalam rangka Scientific Crime Investigation, dan apakah metode 

scientific crime investigation yang dilakukan pihak POLRI dalam hal ini 

penyidik sudah sesuai belum dengan yang seharusnya dilakukan dalam 

proses penyelidikan dan penyidikan. 

Dengan uraian tersebut di atas, maka penulis ingin menyusun skripsi 

yang berjudul “PERAN LABORATORIUM FORENSIK DALAM 

PENGOLAHAN TKP DALAM RANGKA SCIENTIFIC CRIME 

INVESTIGATION”. 

 

 
                                                            
8 http://netsains.net/2012/03/peran-sci-dalam-olah-tkp-2/ Diunduh pada Senin, 4 Maret 2013 pukul 
05.00 WIB 
9 http://www.komisikepolisianindonesia.com di unduh pada Minggu, 3 Maret 3013 pukul 05.00 
WIB 
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B. Permasalahan 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin mengupas beberapa 

permasalahan yang dijadikan objek di dalam penulisan skripsi ini, yaitu: 

1. Bagaimana peran Laboratorium Forensik di dalam mengolah suatu 

TKP? 

2. Bagaimana prosedur yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik dalam 

pengolahan TKP? 

3. Apa saja Kelebihan dan Kelemahan Pemanfaatan Metode Scientific 

Crime Investigation dalam pengolahan TKP yang dilakukan oleh 

Laboratorium Forensik? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

a. Tujuan : 

1) Untuk menjelaskan bagaimana peran Laboratorium Forensik dalam 

pengolahan TKP dengan Scientific Crime Investigation.  

2) Untuk menjelaskan kendala-kendala apa saja yang dapat 

menghambat Laboratorium Forensik dalam melakukan pengolahan 

TKP (Tempat Kejadian Perkara). 

3) Untuk memperoleh data yang diperlukan mengenai “Peran 

Laboratorium Forensik dalam Pengolahan TKP dalam Rangka 

Scientific Crime Investigation” sebagai syarat yang  harus dipenuhi 

untuk memperoleh gelar S-1 Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 
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b. Manfaat : 

Manfaat yang  diharapkan atas penelitian yang  akan dilakukan oleh 

penulis adalah sebagai berikut:   

1) Manfaat secara Teoritis 

Hasil Penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

sumbangan pemikiran, pengetahuan, dan penggambaran yang nyata 

mengenai peran Laboratorium Forensik dalam pengolahan TKP 

dalam rangka Scientific Crime Investigation. 

2) Manfaat secara Praktis 

a. Bagi Mahasiswa, Dengan penelitian ini diharapkan mahasiswa 

dapat membandingkan antara ilmu yang  diperoleh secara  

teori dengan ilmu yang diperoleh langsung di lapangan sesuai 

dengan kenyataan yang terjadi.   

b. Bagi Masyarakat, diharapkan nantinya  dapat membuka 

wawasan masyarakat mengenai apa yang telah diperoleh  

dalam penelitian ini. 
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D. Kerangka Pemikiran 
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Keterangan Skema : 
Dalam kehidupan bermasyarakat saat ini, muncul beragam tindakan, 

baik itu tindakan positif maupun yang negatif. Dalam hal tindakan yang 

negatif itu, apalagi yang merujuk pada tindak pidana merujuk pada laporan 

ke kepolisian. Pihak kepolisian yang menjadi rujukan, melakukan 

penyelidikan dan penyidikan. Dalam upaya mencari dan mengumpulkan 

barang bukti tersebut mereka mengolah TKP, dan dalam proses penyidikan 

dalam rangka penegakan hukum tersebut, penyidik diberikan kewenangan 

seperti yang tersirat dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHAP yang 

menyatakan bahwa “mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam 

hubungannya dengan pemeriksaan perkara” dan Pasal 120 ayat (1) KUHAP 

menyatakan “dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta 

pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.” Dalam hal 

ahli, dapat dipenuhi dengan adanya Laboratorium Forensik yang 

menggunakan ilmu-ilmu forensik dalam rangka scientific crime 

investigation. Jadi Metode Scientific Crime Investigation yang digunakan 

Tim Laboratorium Forensik sangat baik diterapkan untuk membantu 

penyidik dalam pengolahan TKP (Tempat Kejadian Perkara). 

 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Berdasarkan judul dan perumusan masalah, maka penulis 

menggunakan penelitian Deskriptif Analitis. Deskriptif Analitif ini, 

terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau 
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peristiwa sebagaimana adanya, sehingga bersifat sekedar untuk 

mengungkapkan fakta. Hasil penelitian ditekankan pada memberi 

gambaran secara objektif, tentang keadaan sebenarnya dari objek yang 

diselidiki,10 yaitu bagaimana sebenarnya peran Laboratorium Forensik 

dalam pengolahan TKP dalam rangka Scientific Crime Investigation. 

2. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan Yuridis 

Empiris. Adalah pendekatan dari sudut kaidah-kaidah dan pelaksanaan 

peraturan yang berlaku di masyarakat, dilakukan dengan meneliti data 

sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan 

penelitian terhadap data primer yang ada di lapangan. 11 

Pendekatan Yuridis Empiris adalah penelitian yang berusaha 

menghubungkan antara Norma dan yang Hukum yang berlaku dengan 

kenyataan yang ada di masyarakat. Pendekatan ini berusaha 

menemukan teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya 

hukum. 

3. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi di Laboratorium 

Forensik cabang Semarang, Kepolisian Surakarta, dan Rumah Sakit 

Moewardi yang mana sesuai dengan penelitian yang penulis susun, 

sehingga memudahkan dalam  pencarian data. 

 

                                                            
10 Hadari Nawawi, 1996, Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta: Gajah Mada University 
Press, hal. 31. 
11 Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press, hal. 52. 
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4. Sumber Data 

Data yang diperoleh ditempuh dengan menggunakan teknik 

pengumpulan berupa: 

1) Penelitian Kepustakaan  

Melakukan pengumpulan data yang diperoleh dari membaca dan 

memahami buku–buku literatur serta pengaturan–pengaturan yang 

relevan dengan permasalahan yang dibahas, sebagai data sekunder 

yang mencakup : 

a. Bahan Hukum Primer  

Terdiri dari norma atau kaedah dasar, peraturan dasar, 

peraturan perundang–undangan, yurisprudensi. Peraturan dasar 

dari peraturan perundang-undangan diambil dari Undang-

undang nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, Undang-undang No 8 Tahun 1981 

Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, PP No 

58 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang 

Hukum Acara Pidana, Peraturan KAPOLRI No. 21 Tahun 

2010 tanggal 30 September 2010 tentang Susunan Organisasi 

dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar 

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lampiran Q) 

Bareskrim Polri Laboratorium Forensik, dan peraturan sejenis 

serta buku-buku yang dimiliki oleh Laboratorium Forensik 

Cabang Semarang. 
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b. Bahan Hukum Sekunder 

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai 

bahan hukum primer seperti hasil penelitian, makalah seminar, 

artikel surat kabar atau majalah, dan lain-lain. Maksudnya 

adalah dengan bahan-bahan dari hasil penelitian secara 

langsung, makalah dan artikel yang berhubungan dengan Peran 

Laboratorium Forensik Dalam Pengolahan TKP Dalam 

Rangka Scientific Crime Investigation. 

2) Penelitian Lapangan 

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data 

yang konkrit mengenai Peran Laboratorium Forensik dalam 

pengolahan TKP dalam rangka Scientific Crime Investigation. 

Disini penulis langsung mengadakan penelitian di Laboratorium 

Forensik cabang Semarang, Kepolisian Surakarta dan Rumah 

Sakit Moewardi. 

5. Metode  Pengumpulan Data 

Sehubungan dengan jenis penelitian adalah penelitian yuridis 

empiris maka untuk memperoleh data-data tersebut di atas, maka 

digunakan : 

1) Teknik wawancara tertulis, yaitu pengumpulan data dengan jalan 

melakukan wawancara dengan narasumber melalui pengajuan 

daftar pertanyaan untuk memperoleh data-data primer.12 Dalam 

wawancara ini penulis melakukan wawancara kepada pihak-pihak 

                                                            
12 S Nasution, 2001, Metode Research (Penelitian Hukum), Jakarta: Bina Aksara,  hal.113. 



14 
 

yang berhubungan dengan permasalahan yang akan di bahas dalam 

skripsi ini, dalam lingkup Laboratorium Forensik cabang Semarang 

yang secara langsung menangani mengenai olah TKP (Tempat 

Kejadian Perkara) dan sebagai orang ahli, lingkup Kepolisian 

Surakarta yang mempunyai wewenang dalam pelaksanaan 

penyidikan, dan Rumah Sakit Moewardi sebagai tambahan data. 

Pertanyaan dari penulis juga menyangkut dengan perumusan 

masalah yang telah disebutkan di atas. 

2) Teknik studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan jalan 

membaca dan mengkaji buku-buku dan bahan-bahan lainnya yang 

terkait dengan peran Laboratorium Forensik dalam pengolahan 

TKP (Tempat Kejadian Perkara). 

6. Analisis Data 

Pada tahap ini akan dilakukan analisis yuridis kualitatif, dengan 

cara mencari, menginventaris dan mempelajari peraturan perundangan, 

doktrin dan data sekunder yang terkait dengan fokus permasalahan, 

serta data primer hasil penelitian di Laboratorium Forensik cabang 

Semarang, Kepolisian Surakarta, dan Rumah Sakit Moewardi.13 

Tahapan selanjutnya, menarik kesimpulan atas data-data yang 

ada dengan kenyataan empiris di lapangan yaitu hasil data-data yang 

diteliti pada Laboratorium Forensik cabang Semarang, Kepolisian 

Surakarta, dan RS Moewardi sehingga tersusun secara sistematis. 

                                                            
13H.B.Sutopo, 2002, Metodologi Penelitian Kualitatif, UNS Surakarta : Press, Hal 13 
  



15 
 

F. Sistematika Skripsi 

Untuk mendapatkan gambaran jelas mengenai keseluruhan isi 

penulisan hukum ini, dapat dibagi 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai 

berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN Terdiri dari Latar Belakang Masalah, 

Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, 

Metode Penelitian, Sistematika Pemikiran. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA. Tinjauan pustaka ini berisikan 

uraian dasar teori dari skripsi ini yang meliputi kewenangan yang dimiliki 

penyidik dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, olah TKP (Tempat 

Kejadian Perkara), kewenangan mendatangkan ahli, Laboratorium Forensik, 

dan metode Scientific Crime Investigation. 

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Dalam 

bab ini, penulis akan menguraikan dan membahas mengenai peran 

Laboratorium Forensik dalam pengolahan TKP (Tempat Kejadian Perkara), 

presedur yang dilakukan Tim Laboratorium Forensik saat berada di TKP, 

dan keuntungan dan kekurangan penerapan metode Scientific Crime 

Investigation. 

BAB IV:  PENUTUP. Terdiri dari Kesimpulan dan Saran, Daftar 

Pustaka, dan Lampiran. 

 

 

 


